BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tinjauan serta data yang diperoleh dari Badan Keuangan dan

Aset Daerah (BKAD), maka penulis dapat menyimpulkan:

1.

Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) di Pemerintah
Kabupaten Sleman telah menunjukkan peran yang sangat signifikan dalam
meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan, yang menjadi isu penting
dalam administrasi publik saat ini. Dengan menggunakan SIKD, proses
pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan berlangsung dengan
lebih terstruktur dan efisien, sehingga memudahkan akses informasi keuangan
bagi publik. Akses yang lebih baik terhadap informasi ini tidak hanya dirasakan
oleh para pemangku kepentingan, tetapi juga oleh masyarakat umum, yang kini
dapat lebih mudah mengakses data yang sebelumnya mungkin sulit untuk
diperoleh. Hal ini tentunya berdampak positif dalam meningkatkan
akuntabilitas pemerintah, karena masyarakat dapat langsung melihat dan
menilai bagaimana anggaran dikelola dan digunakan. Dengan demikian, SIKD

berkontribusi dalam menciptakan iklim kepercayaan yang lebih besar antara
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pemerintah dan masyarakat. Kejelasan dan keterbukaan informasi ini sangat
penting, karena transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah tidak hanya
mencerminkan komitmen pemerintah terhadap praktik yang baik, tetapi juga
mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan
anggaran. Secara keseluruhan, keberadaan SIKD tidak hanya memperkuat tata
kelola keuangan yang lebih baik, tetapi juga membantu membangun
fundamental kepercayaan masyarakat terhadap setiap langkah dan kebijakan
yang diambil oleh pemerintah daerah.

. Meskipun implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) di
Pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, terdapat
sejumlah kendala yang masih perlu diatasi agar efektivitas sistem ini dapat
maksimal. Kendala-kendala tersebut dibagi menjadi dua kategori, yakni faktor
internal dan eksternal. Dari segi internal, salah satu kendala utama adalah
ketidakstabilan jaringan internet yang sering kali mengganggu operasional
SIKD. Jaringan yang tidak stabil mengakibatkan kesulitan dalam proses
penginputan data ke dalam sistem, sehingga mengakibatkan data yang tidak
akurat dan penundaan dalam pelaporan. Masalah ini dapat memperburuk
kepercayaan publik, karena informasi yang disajikan tidak mencerminkan
keadaan sebenarnya dari pengelolaan keuangan. Selain itu, kesiapan pegawai
dalam menggunakan sistem juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak pegawai
yang belum sepenuhnya memahami cara kerja SIKD, terutama di kalangan

yang telah bertugas lama dan kurang familiar dengan teknologi. Hal ini
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menyebabkan kesalahan dalam penginputan dan operasional sistem, yang pada
gilirannya dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Di
sisi lain, faktor eksternal juga menghadirkan tantangan yang tidak kalah
signifikan. Salah satu kendala adalah keterbatasan sumber daya manusia yang
terlatih untuk mengoperasikan SIKD secara optimal. Banyak pegawai yang
belum mendapatkan pelatithan yang memadai mengenai penggunaan sistem
baru ini, sehingga mereka merasa kesulitan dalam menjalankan tugas mereka
sehari-hari. Selain itu, kebijakan pemerintah pusat juga turut berperan dalam
mengatur dan membatasi cara implementasi SIKD di daerah. Ketidakjelasan
atau perubahan kebijakan yang mendadak dapat memperlambat proses
implementasi dan adaptasi sistem di tingkat daerah. Oleh karena itu, untuk
mengatasi kendala-kendala ini, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk
melakukan analisis mendalam mengenai kebutuhan pelatihan bagi pegawali,
perbaikan infrastruktur jaringan, dan kerjasama lebih erat dengan pemerintah
pusat untuk mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Langkah-langkah ini
diharapkan dapat meminimalkan kendala yang ada, sehingga implementasi
SIKD dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, serta memberikan
manfaat maksimal dalam pengelolaan keuangan daerah.

. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Sistem
Informasi Keuangan Daerah (SIKD), diperlukan serangkaian solusi yang
komprehensif dan terkoordinasi. Salah satu langkah utama adalah peningkatan
pelatihan bagi pegawai yang terkait dengan penggunaan dan pengelolaan SIKD.

Pelatihan ini harus dirancang secara menyeluruh, mencakup aspek teknis serta

53



pemahaman konseptual mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan keuangan. Program pelatihan yang efektif dapat mencakup
berbagai metode, seperti workshop interaktif, tutorial online, serta sesi praktik
langsung yang memungkinkan pegawai memahami fungsi sistem di dalam
konteks pekerjaan mereka sehari-hari. Selain itu, penting untuk menghasilkan
materi pelatihan yang mudah dipahami dan dapat diakses kapan saja oleh
pegawai, guna mendorong pembelajaran mandiri yang berkelanjutan.

Di samping pelatihan, perbaikan infrastruktur jaringan juga menjadi
elemen krusial yang tidak dapat diabaikan. Internet yang stabil dan cepat adalah
prasyarat agar SIKD dapat berfungsi dengan optimal. Oleh karena itu, pemerintah
daerah perlu berinvestasi dalam upgrade perangkat keras, seperti modem, router,
dan server yang memadai, serta memilih penyedia layanan internet yang memiliki
reputasi baik dalam hal stabilitas koneksi. Penjadwalan pemeliharaan yang
berkala untuk infrastruktur ini juga perlu diterapkan untuk memastikan kinerja
yang konsisten. Dengan memperbaiki infrastruktur jaringan, pegawai dapat
melakukan penginputan data dan pelaporan tanpa terhalang oleh koneksi yang
terputus atau lambat.

Terakhir, pengembangan program pendampingan yang berkelanjutan juga
diperlukan untuk membantu pegawai dalam beradaptasi dengan sistem baru.
Program ini bisa melibatkan mentor atau 'buddy system', di mana pegawai yang
lebih berpengalaman membimbing rekan-rekannya yang baru dalam
menggunakan SIKD. Pendampingan ini diharapkan dapat memberikan dukungan

langsung dan praktis, mendorong kolaborasi antarpegawai serta memperkuat
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budaya pembelajaran di lingkungan kerja. Dengan melaksanakan serangkaian

solusi ini secara terpadu, diharapkan bahwa SIKD dapat beroperasi secara optimal

dan memenuhi standar transparansi yang diharapkan, sehingga pengelolaan

keuangan daerah di Kabupaten Sleman dapat menjadi lebih efisien, akuntabel, dan

transparan.

. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, sejumlah saran dapat diajukan untuk

meningkatkan efektivitas implementasi SIKD yaitu :

1.

Saran untuk Meningkatkan Pemahaman dan Keterampilan Pegawai dalam
Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Mengingat permasalahan
yang muncul berkaitan dengan kurangnya pemahaman pegawai mengenai
sistem informasi keuangan daerah, sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten
Sleman untuk menyusun program pelatihan yang komprehensif dan sistematis.
Program ini harus dirancang tidak hanya sebelum implementasi sistem, tetapi
juga dilakukan secara berkelanjutan pasca-implementasi.Pelatihan ini
hendaknya mencakup aspek teknis dan konseptual penggunaan Sistem
Informasi Keuangan Daerah (SIKD), serta menerangkan manfaat sistem dalam
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Metode
pelatihan yang interaktif seperti simulasi penggunaan sistem, tutorial video,
serta sesi tanya jawab dapat meningkatkan pemahaman pegawai yang beragam,

terutama mereka yang lebih tua dan kurang familiar dengan teknologi.
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Penempatan mentor atau "buddy system" di mana pegawai yang lebih
berpengalaman membimbing rekan-rekannya juga dapat memfasilitasi proses
belajar yang lebih efektif dan membangun kolaborasi di dalam organisasi.
Saran untuk Memperbaiki Infrastruktur Jaringan untuk Mendukung
Operasional SIKD. Salah satu temuan yang signifikan adalah permasalahan
ketidakstabilan jaringan internet yang seringkali mengganggu penggunaan
SIKD. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah perlu melakukan
peningkatan terhadap infrastruktur jaringan yang ada. Langkah-langkah yang
perlu diambil meliputi memperbaiki atau mengganti peralatan seperti router
dan modem, serta memilih penyedia layanan internet yang terpercaya dalam
hal kelancaran dan kecepatan koneksi. Pemeliharaan berkala terhadap
infrastruktur jaringan juga diperlukan untuk menjamin ketersediaan layanan
yang optimal. Selain itu, penting untuk menyediakan opsi penyimpanan data
secara lokal sebelum diunggah ke sistem, sehingga ketika jaringan terganggu,
pegawai tetap dapat menginput data dan melakukan tugas mereka tanpa
gangguan yang berarti. Pelatihan pegawai tentang cara efisien menggunakan
sistem dalam kondisi jaringan yang tidak ideal juga harus menjadi bagian dari
pendekatan ini. Dengan meningkatkan infrastruktur yang mendukung,
diharapkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat terjaga dan
produktivitas pegawai tetap optimal.

Saran untuk Kendala eksternal yang dihadapi oleh BKAD Sleman, seperti
kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan kebijakan pemerintah pusat

yang berpotensi menghambat implementasi SIKD, memerlukan perhatian yang
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serius. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan
analisis kebutuhan pelatihan staf secara mendalam dan menyusun program
pengembangan keterampilan yang menyeluruh dan inklusif. Selain pelatihan,
membangun saluran komunikasi yang aktif dengan pemerintah pusat dapat
membantu mengatasi perubahan kebijakan yang mendadak. Melibatkan
pemangku kepentingan dalam diskusi dan merumuskan kebijakan yang lebih
responsif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan adalah langkah yang sangat
baik untuk menciptakan keterlibatan dan dukungan. Dalam hal ini,adakan
forum konsultasi berkala antara pemangku kepentingan daerah dan pusat yang
akan membahas dan merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan
daerah. Dengan mengatasi kendala-kendala ini secara efektif, pengelolaan
keuangan daerah di Kabupaten Sleman tidak hanya akan lebih akuntabel, tetapi
juga transparan, sehingga membangun kepercayaan publik yang lebih baik
serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan

anggaran.
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